
1. Undang-UndangNomor14Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Barat (Berita NegaraTahun 1950) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang
dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan ProvinsiJawa Barat (LembaranNegara Republik
IndonesiaTahun 1968Nomor31, Tambahan LembaranNegara
RepublikIndonesia Nomor2851);

BUPATI GARUT,
: a. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan

Pasal96 ayat (4)dan ayat (5)serta Pasal99 ayat (2)Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah telah
menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 1 Tahun 2020
tentang Tata Cara Pengalokasiandan PenyaluranAlokasiDana
DesaTahun Anggaran2020 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Garut Nomor 17 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 1
Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran
AlokasiDana Desa Tahun Anggaran2020;

b. bahwa sehubungan ada perubahan materi, maka Peraturan
Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau
kembali dan dilakukan penyesuaian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan KeduaAtasPeraturan Bupati Garut
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian dan
Penyaluran AlokasiDana Desa Tahun Anggaran2020;

DENGAN RAHMAT TUMAN YANG MAHA ESA

Mengingat

Menimbang

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN

ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

PERATURANBUPATIGARUT

NOM OR 26 TAHUN 2020

BUPATIGARUT
PROVINSI JAWA BARAT

l'SALlNAN I



2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara(LembaranNegaraRepublikIndonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor4355);

4. Undang-Undang Nomor33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
KeuanganAntara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor126,
Tambahan Lembaran NegaraRepublikIndonesia Nomor4438);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran NegaraRepublikIndonesia Nomor5495);

6. Undang-Undang Nomor23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor5587)sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan KeduaAtasUndang-UndangNomor23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor5879);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor41, Tambahan Lembaran NegaraRepublik
Indonesia Nomor6321);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor6322);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri
DalamNegeriNomor21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
NegaraRepublik Indonesia Tahun 2011 Nomor310);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1037);
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PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN'
ATAS PERATURAII BUPATI GARUT NOMOR 1
TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN
DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020.

MEMUTUSKAN:

Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri
Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor
177/KMK.07/2020 tentang Percepatan PenyesuaianAnggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19),serta
Pengamanan Daya Bell Masyarakat dan Perkonomian
Nasional;

1L Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang PengelolaanKeuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor611);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut
(LembaranDaerah KabupatenGarut Tahun 2016 Nomor6);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut
Tahun 2016 Nomor9);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2019
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut
Tahun 2019 Nomor10);

15.Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang
Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut
Tahun 2016 Nomor27) sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Bupati Garut Nomor27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan
Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut
(BeritaDaerah KabupatenGarut Tahun 2019 Nomor139);

16.Peraturan Bupati Garut Nomor 140 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Garut
Tahun 2019 Nomor 140) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut
Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Bupati Garut Nomor 140 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Garut
Tahun 2020 Nomor12);
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Pasal6
(1) Penghasilan tetap KepalaDesa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 huruf a merupakan penerimaan atau penghasilan yang
diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam pelaksanaan
tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa,
pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

(2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1),diberikan kepada:
a. KepalaDesa paling sedikit setara 120 % (seratus dua puluh per seratus)

dari gaji pokok PegawaiNegeriSipil golongan ruang IIIa;
b. Sekretaris Desa paling sedikit setara 110 % (seratus sepuluh

per seratus) dari gaji pokok Pegawai NegeriSipil golongan ruang III a;
dan

c. perangkat Desa selain Sekretaris Desa paling setara 100 % (seratus
per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang IIIa
per bulan.

(3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan setiap bulan,
dengan besaran sebagai berikut:
a. KepalaDesa sebesar Rp3.000.000,OO(tigajuta rupiah);
b. Sekretaris Desa sebesar Rp2.224.500,OO(duajuta dua ratus dua puluh

empat ribu lima ratus dua puluh rupiah);
c. Kepala Urusan sebesar Rp2.022.200,OO(dua juta dua puluh dua ribu

dua ratus rupiah);
d. KepalaSeksi sebesar Rp2.022.200,00 (duajuta dua puluh dua ribu dua

ratus rupiah); dan
e. unsur kewilayahan atau Kepala Dusun sebesar Rp2.022.200,00 (dua

juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah).
(4) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan

ayat (3)diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan
mulai bulan Januari sampai dengan Desember tahun anggaran berjalan,

(5) Pemberian penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa diusulkan
kepada OPMOpaling lambat minggu kedua bulan berjalan.

Paragrar2
Penghasllan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasall
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran AlokasiDana Desa Tahun Anggaran 2020
(Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2020 Nomor 1) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Garut Nomor 1Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian dan
Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah
Kabupaten Garut Tahun 2020 Nomor 17),diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal6 ayat (2)dan ayat (3)hurufb diubah , sehingga Pasal6 berbunyi
sebagai berikut:
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a. alat tulis kantor;
b. benda pos;
c. baharr/material;
d. pemeliharaan;
e. cetakjpenggandaan;
f. sewakantor Desa;

Pasa111
(1) BiayaoperasionalPemerintahDesadan BPDsebagaimanadimaksud dalam

Pasal 5 huruf d merupakan bantuan uang untuk operasional Pemerintah
Desa dan BPDdalam kelancaran penyelenggaraanpemerintahan Desa.

(2) Biaya operasional Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dialokasikanuntuk:
a. belanja barang/jasa; dan
b. belanjamodal.

(2a)Alokasi anggaran biaya operasional Pemerintah Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2),adalah sebesar RpI4.500.000,OO(empatbelasjuta
lima ratus ribu rupiah).

(3) Biaya operasional BPDsebagaimana dimaksud pada ayat (1)dialokasikan
untuk belanja barangfjasa.

(4) Alokasi anggaran biaya operasional BPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (3)adalah sebesar Rp4.500.000,OO(empatjuta limaratus ribu rupiah).

(5) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan
ayat (3)digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang/jasa
yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas)bulan.

(6) Belanjabarang/jasa sebagaimanadimaksud pada ayat (5)antara lain:

3. Diantara ayat (2)dan ayat (3)Pasal 11 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a)
dan ayat (4)diubah, sehinggaPasal 11berbunyi sebagaiberikut:

ParagrafS
Biaya Operasional Pemerintah Desa dan Operasional BPD

Paragraf4
Tunjangan BPD

PasallO
(1) Tunjangan anggota BPDsebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c

merupakan penerimaan atau penghasilan yang diberikan kepada BPD
dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya.

(2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diberikan setiap bulan
sebesar Rp425.000,OO(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)
per bulan.

(3) Tunjangan anggota BPDsebagaimana dimaksud pada ayat (2)diberikan
kepada anggota BPDyang telah ditetapkan secara sah sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan Pasall0 ayat (2)diubah, sehingga Pasall0 berbunyi sebagai berikut:
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Pasa113
(1) Pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan

masyarakat sebagaimanadimaksuddalamPasal 5 huruf fdiarahkan antara
lain untuk:

a. penunjang kegiatan kader Pos Pelayanan terpadu (posyandu);dan
b. penunjang kegiatan lembagakemasyarakatan Desa.

(2) Alokasi anggaran penunjang kegiatan kader posyandu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)huruf a sebesar Rp40.000,OO(empat puluh ribu
rupiah) per orang setiap bulan.

Paragraf7
Pelaksanaan Pembangunan, Kemasyarakatan

dan Pemberdayaan Masyarakat

5. Ketentuan ayat (2)dan ayat (3) Pasal 13 diubah, sehingga pasal 13 berbunyi
sebagaiberikut:

Pa.. 112
(1) Insentif RTdan RWsebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e adalah

bantuan uang untuk biaya operasional lembagaRTdan RWdalam rangka
membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan
pembangunan, ketenteraman dan ketertiban, serta pemberdayaan
masyarakat.

(2) Besaran insentifRTdan RWsebagaimanadimaksud pada ayat (1)diberikan
setiap bulan dengan ketentuan sebagaiberikut:
a. insentif RTsebesar Rp220.000,OO(dua ratus dua puluh ribu rupiah);

dan
b. insentif RWsebesar Rp320.000,OO(tigaratus dua puluh ribu rupiah).

4. Ketentuan Pasal12 ayat (2)diubah, sehinggaPasal 12berbunyi sebagaiberikut:

Paragraf6
Inentif RT dan RW

g. sewaperlengkapandan peralatan kantor;
h. makanan dan minuman rapat;
i. pakaian dinas dan atributnya;
j. perjalanan dinas;
k. upah kerja;
1. honorarium narasumber j ahli; dan
m. pemasangan jaringan internet, telepon,PDAMdan listrik.

(7) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, digunakan
untuk pengeluaran dalam rangka pembelianjpengadaan barang atau
bangunan yang nilai manfaatnya lebihdari 12 (dua belas)bulan.

(8) Alokasi belanja operasional Pemerintah Desa dan BPDmerupakan satu
kesatuan dengan bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa dalam
APBDesa.
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(3) Alokasi anggaran penunjang kegiatan lembaga kemasyarakatan Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebesar
Rp15.276.650,00 (lima belas juta dua ratus tujuh puluh enam ribu enam
ratus lima puIuh rupiah) per Desa.

(4) Alokasianggaran bagi penunjang kegiatan lembaga kemasyarakatan Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), antara lain untuk kegiatan:
a. TimPenggerakPemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TPPKK);
b. LembagaPemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD);
c. Desa Siaga;
d. KarangTaruna;
e. MajelisUlama Indonesia (MUI);
f. Perlindungan Masyarakat (Linmas);
g. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu);dan
h. lembaga kemasyarakatan Desa lainnya.

(5) Besaran alokasi anggaran penunjang kegiatan lembaga kemasyarakatan
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disesuaikan dengan
kebutuhan masing-masing Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala
Desa.

(6) Alokasi gotong royong untuk setiap RWadalah sebesar Rp10.000.000,00
(sepuluhjuta rupiah) dikalijumlah RWdisetiap Desa.

(7) Alokasianggaran bagi gotong royongsebagaimana dimaksud pada ayat (6)
seluruhnya dipergunakan dalam rangka penanganan bencana wabab
penyakit akibat Corona VirusDisease-19.

(8) Alokasianggaran bagi gotong royongsebagaimana dimaksud pada ayat (6)
dipergunakan sesuai kesepakatan musyawarab di tingkat Desa dengan
melibatkan seluruh RW dalam rangka penanganan bencana wabab penyakit
akibat Corona Virus Disease-19 dengan tetap memperhatikan protokol
kesehatan Corona Virus Disease-19.

(Sa) Alokasi anggaran bagi gotong royong dalam rangka penanganan bencana
wabab penyakit akibat Corona VirusDisease-19 sebagaimana dimaksud
pada ayat (8) diutamakan untuk memberikan jaminan sosial bagi
keluarga yang terkena dampak bencana wabah penyakit akibat
Corona Virus Disease-19.

(8b)Jaminan sosial bagi keluarga yang terkena dampak bencana wabab
penyakit akibat Corona Virus Disease-19 sebagaimana dimaksud pada
ayat (Sa)berupa pemenuhan kebutuhan 9 (sembilan)bahan pokok.

(Be) Keluarga penerima jaminan sosial yang terkena dampak bencana wabah
penyakit akibat Corona Virus Disease-19 sebagaimana dimaksud pada
ayat (8b)ditetapkan dengan Keputusan KepalaDesa.

(9) Seluruh kegiatan pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan dan
pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (I), harus
tertuang dalam RPJMDesa, RKPDesdan APBDes.
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KRISTANTI WAHYUNI, SH
NIP.19740608 2005012009

NURDIN YANA
BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2020 NOMOR 26

Mengetahui
Sesual Dengan Asllnya

a.n. SERKRETARIS DAERAH; ~
~SISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRAl

u.b
KEPALA BAGIAN HUKIJMttd

Diundangkan di Garut
pada tanggal15 - 5 - 2020
Plh. SEKRETARlS DAERAH KABUPATEN GARUT,

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
SEKRETARIAT DAERAH,

RUDY GUNAWAN

ttd

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 15 - 5 - 2020
B U PAT I GAR UT,

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agarsetiap orang mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam BeritaDaerah KabupatenGarut.

Pasal II

Pasal15
(1) Penyaluran ADDdilakukan dalam 4 (empat) tahap, dengan ketentuan

sebagaiberikut:
a. triwulan I sebesar 26,50%(dua puluh enam koma lima puluh persen)

atau sebesar Rp66,484,011,860 (enampuluh enammilyarempat ratus
delapan puluh emat juta sebelas ribu delapan ratus enam puluh
rupiah);

b. triwulan II sebesar 38,56%(tigapuluh delapan koma lima puluh enam
persen) atau sebesar Rp96,738,761,848(sembilanpuluh enam milyar
tujuh ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh satu ribu
delapan ratus empat puluh delapan rupiah);

c. triwulan III sebesar 17,470/0(tujuh belas koma empat puluh tujuh
persen) atau sebesar Rp43,840,887,891 (empat puluh tiga milyar
delapan ratus empat puluh juta delapan ratus delapan puluh tujuh
ribu delapan ratus sembilanpuluh satu rupiah); dan

d. triwulan IV sebesar 17,47% (tujuh belas koma empat puluh tujuh
persen) atau sebesar Rp43,840,887,891 (empat puluh tiga milyar
delapan ratus empat puluh juta delapan ratus delapan puluh tujuh
ribu delapan ratus sembilanpuluh satu rupiah).

(2) Penyaluran ADDsebagaimana dimaksud pada ayat (1),dituangkan dalam
RencanaArusKas (RAK)pada DPA.

(3) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk
perhitungan penghasilan tetap KepalaDesadan PerangkatDesa.

6. KetentuanPasal15 ayat (1)diubah, sehinggaPasal15 berbunyi sebagaiberikut:
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